
GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR 22 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

Menimbang 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peratu.ran Daerah Provinsi 

Surnatera Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023, Pemerintah Provinsi dapat melakukan perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan 

darurat termasuk keperluan mendesak; 

b. bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 900.1.9.1/16888/Keuda tanggal 2 November 2023 

perihal Percepatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah 

Daerah (NPHD) Pendanaan Kegiatan Pemilukada Tahun 2024, 

Surat Kepala Biro Umurn dan Perlengkapan Sekretariat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/3375/VIII/2023 tanggal 

13 Oktober 2023 dan Nomor 900/3517 /VIII/2023 perihal 

Penambahan Anggaran Setelah Perubahan APBD TA. 2023 

Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 360/01230/BPBD­

SS/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dan Nota Dinas Kepala 

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan 

Nomor 045/9460/1/Diskominfo/2023 tanggal 17 Oktober 2023 

perihal Mohon Persetujuan Pengalokasian Belanja Tidak 

Terduga untu.k Percepatan Penanganan Kebakaran Hutan dan 

Lahan di Provinsi Sumatera Selatan, Surat Kepala Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Surnatera Selatan 
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Nomor 050/DKPP.596/I/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal 

Permohonan Anggaran, Surat Plt. Kepala Biro Humas clan 

Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Sela tan N omor 

439/TU/IX/2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Usulan 

Penambahan Anggaran, Surat Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Sumatera Selatan Nomor 522.900/5701-I/Hut tanggal 

30 Oktober 2023 perihal Usulan Anggaran Belanja Tidak 

Terduga Tahun Anggaran 2023 dan kebutuhan pendanaan 

mendesak lainnya maka perlu dilakukan penyesuaian kembali 

terhadap Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b clan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) clan/ atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 



-3-

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ a tau Stabilitas 

Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6865); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2021 Nomor 6); 
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21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2023 Nomor 2); 

22. Peraturan Gubemur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Gubernur Nomor 1 7 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 18); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 17), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Gubemur Nomor 18 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2023 Nomor 18), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubemur ini. 

2. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

3. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubemur ini. 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan. 

Diundangkan di Palembang 
pada tanggal 6 November 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINS! SUMATERA SELATAN, 

S. A. SUPRIONO 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 6 November 2023 

,A.FATONI 

. • 

BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 22 


